PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 34  TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

{5

bahwa Retribusi Penyedotan Kakus / Jamban merupakan
salah satu Sumber Pendapatan Daerah dan sangat penting

dalam rangka membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan ;

I, bahwa Retribusi Penyedotan Kakus merupakan salah satu
retribusi Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak dan
Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun
2001 tentang Retribusi Daerah, karenanya dipandang periu
untuk menggali potensi Retribusi Penyedotan Kakus guna
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan dipergunakan
untuk pembangunan Daerah ;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut
diatas dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah
mengenai Retribusi Penyedotan Kakus dalam wilayah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

lengingat . |. Undang-Undang R! Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

o

Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

3. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu  Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan
llir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4347);

4. Undang-Undang Rl Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN:

?m%‘?’&iﬁ&ﬁ DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

TIMUR TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan .

1.

2.

(o)

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur .

Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk
apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi,
Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana
Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha
lainnya .

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atau jasa yang
disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut
prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan
oleh sektor swasta .

Retribusi Penyedotan Kakus yang selanjutnya dapat disebut
ratribusi adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan
penyedotan kakus / jamban yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta .

Waijib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi .

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi
dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda .



9. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, mangolah den atau keterangan lainhya dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewaljiban
Distribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku .

10. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak dibidang retribusi daerah yang terjadi
serta menemukan tersangkanya .

11. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ogan
Kemering Ulu Timur.

BAB Il
HAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Penyedotan Kakus dipungut retribusi
sehagal pembayaran atas penyedotan kakus / jamban.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyedotan kakus / jamban
oleh Pemarintah Kabupaten .

(z) Tidak termasuk obyek Retribusi adalah Pelayanan Penyedotan
Kakus / Jamban yang dimiliki Perusahaan Daerah dan Pihak
Swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalanh Orang Pribadi atau Badan yang
memperoleh pelayanan penyedotan kakus / jamban.

BAB il
COLONGAN RETRIBUS!
Pasal 5

Retribusi Penyedotan kakus digolongkan sebagai retribusi jasa
usaha. :

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan Volume Tinja yang
dizedot.



[BAB Y

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
ATRUKTUR DAN BESARKNYA TARIF

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak
sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh Pengusaha

sejenis vang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga
y
pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis,ukuran kakus /
jamban septictank .

(z) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan harga pasar di wilayah
daerah atau sekitarnya .

5) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif
ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan, jasa

pelayanan / jasa yang merupakan jumlah unsur tarif yang
meliput :

a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.

(4) Strukiur dan besamya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut

No. UKURAN/LUAS TARIF KET
KAKUS Rp.
| M
| 1, 0 M® sampai 200.000,-
dengan 3 M°
2. 3 i lebih sampai
dengan 6 M 300.000,
3. 6 M° lebin sampai | 400.000,-
dengan 9 M°
BAB Vil

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 8

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten



- BABVIN o
GAAT RETHRIBUSBI TERHUTANG
Pasal 10

Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau
dokumen lainnya yang dipersamakan.

)

P
T e

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

Femungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan,
BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

Retribusi yang terhutang harus sekaligus lunasi.

Tate cara pernbayaran, penyetoran, tempat pembayaran
retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB Xi
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan
pembebasan retribusi .

Pemberian, pengurangan, keringanan, dan pembebasan
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
memperhatikan kemampuan wajib retribusi .

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB Xii
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14

Pengeluaran surat Teguran / Surat Peringatan / Surat lain
yang sejenis sebagal awal tindakan pelaksanaan penagihan
retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh
tempo pembayaran .

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat
Teguran / Surat Peringatan / surat lain yang sejenis, waijib
retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang .

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.



BAE X1
SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 15

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa
bungan denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang

terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan
STRD.

BAB Xiv
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 16

(1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi,
kecusli apabila wajib  retribusi melakukan tindak pidana
dibidang retribusi.

(7) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran atau ;

b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik
langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya
sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana
kurungan paling lama 8 (enam) bulan atau denda paling
banyak 4 (empat) kali jumiah retribusi terhutang;

(?) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah
pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 18

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini adalah :



o

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana

dibidang Ratribusi Daerah, agar keterangan atau laporan
terasbul risrhdl bk lsngkap dai jelus;

. meneliti, mencari dan mengumpuikan keterangan

mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana dibidang retribusi daerah,

merninta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang
retribusi daerah;

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang
retribusi daerah;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain
serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada
huruf e;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
retribusi daerah,;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan jika perkara tersebut tidak
memenuhi unsur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan menurut
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hat-hal yang belum diatur dalsm Peraturan Daerah ini sepanjang
inengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.



Pasal 20

Paraturan Daerah inl mulal berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengudangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lambaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal s 0eseMBER 2005

BUPATI OGAN KOMERING ULU TlMUR,/

H. HERMAN DERU

Diundangkan i Martapura
sada tanggal b DEseMEER 2005

- SEKRETARIE DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,

G
TUGIYO Fy

TAMUN NORMOR SERIE



